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Abstrak : 
Setiap manusia yang hidup pasti memiliki hak yang mendasar di dalam 
dirinya yaitu yang disebut dengan Hak Asasi Manusia. Islam memberikan 
perhatian yang besar terhadap  Hak Asasi Manusia dalam segala hal.  
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilatarbelakangi oleh 
kesombongan atau ego pribadi yang tinggi, merasa diri memiliki kelebihan 
dari orang atau bangsa lain, dengan alasan  membela diri atau menegakkan 
demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model Pendidikan 
Hak Asasi Manusia dalam Islam dan implementasinya dalam 
Pembelajaran PAI. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan menjabarkan deskriptif analisis mengolah data. Analisis data 
dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data 
sekunder dan primer dalam penelitian.Model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL), membelajarkan dan mendorong peserta untuk belajar dan 
saling belajar, bukan mengajari. Guru sebagai fasilitator menggunakan 
metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang sifatnya adalah 
komunikasi multiarah, dari peserta belajar ke peserta belajar, dari 
fasilitator ke peserta belajar, dan sebaliknya.Model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) sebagai solusi untuk mengimplementasikan  nilai-
nilai HAM dalam pendidikan, hal ini lebih membelajarkan peserta 
didik.Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pembelajaran 
PAI yang berbasis penerapan Hak Asasi Manusia. 
Kata Kunci : Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pembelajaran PAI, Model PBL. 
   
Pendahuluan 
ak Asasi Manusia merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh 
seluruh manusia di dunia. Semua orang berhak atas perlindungan hak 
asasi dan kebebasannya. Setiap manusia memiliki hak yang asasi 
(mendasar) yang tidak bisa dicabut dan dilepaskan hanya karena perbedaan ras, 
warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, kebangsaan, dan status lainnya. 
Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan akan pentingnya hak-hak 
asasi manusia secara umum tanpa memandang agama, ras, suku dan 
bahasa. Tuntutan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemberian 
perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang 
H 
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Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang tidak 
dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat 
kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun 
mengembang kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia 
pada setiap manusia tanpa kecuali.
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Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada 
dasarnya, dalam bingkai nilai kemanusiaan, derajat manusia sesungguhnya 
mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan 
yang justru dapat merendahkan martabatnya. Derajat manusia ini secara langsung 
bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan sehingga tindakan apapun tidak dapat 
dibenarkan bila berdampak pada jatuhnya derajat kemanusiaan oleh kepentingan 
atau tujuan apapun.Unsur kewajiban manusia harus dilaksanakan untuk 
meningkatkan derajat kehidupannya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus 
dilakukan dan dilaksanakan, dan biasanya, dengan melaksanakan kewajiban, 
maka seseorang dapat mendapatkan haknya.
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Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung arti bahwa di 
samping menuntut dan melaksanakan hak, kita harus juga mengutamakan 
kewajiban. Seperti contoh mahasiswa  sebagai warga negara memiliki hak untuk 
kuliah, namun mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan 
perkuliahan atau kampus. Contoh lainnya seorang warga negara berhak 
mendapatkan perlindungan dari negara, namun warga negara juga wajib membela 
negara apabila negara memintanya. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara dijadikan landasan hukum dan arah dalam pelaksanaan dan penegakan 




Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal 
proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugerah 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan 
bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, karena itu bersifat mendasar (asasi). Hak 
asasi harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain serta tidak 
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menimbulkan gangguan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, 
menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak 
Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan 
bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi 
apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang 
telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi 
ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain huquuqullah dan huquuqul ‘ibad 
adalah tetap dari Allah swt. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak 
tersebut di hadapan Allah SWT.
5
 Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam 
Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Hak-hak yang diberikan 
oleh para pimpinan atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu dari lembaga yang 
bertaraf internasional, lembaga Negara ataupun lembaga swadaya masyarakat 
dengan mudahnya dapat dicabut kembali semudah saat memberikannya. 
Pembelajaran akan efektif jika model yang diterapkan sesuai dengan keadaan 
siswa yang sedang belajar.  
Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan sebagai 
perlakuan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada keberhasilan usaha 
atau tindakan terhadap hasil belajar peserta didik. 
6
 Efektivitas dalam penelitian 
ini berhubungan dengan model problem based learning (PBL) terhadap 
pemahaman konsep dan berpikir kritis peserta didik SMA pada mata pelajaran 
fisika. Model pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 
komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya. Model pembelajaran 
problem based learning (PBL) merupakan pembelajaran yang menitik beratkan 
pada kegiatan pemecahan masalah. Dengan maksud peserta didik secara aktif 
mampu mencari jawaban atas masalah-masalah yang di berikan pendidik, dan 




Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan 
deskriptif analisis mengolah data. Analisis data dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder dan primer dalam 
penelitian.Dalam penelitian ini menjabarkan konsep pendidikan hak asasi manusia 
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dalam Islam, menemukan nilai-nilainya kemudian diimplementasikan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Model Problem Based Learning 
diharapkan mampu mengantarkan pendidikan hak asasi manusia ke dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  
Konsep Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam  Islam 
Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang 
dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan 
fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan 
konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar 
dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (self-liberation) sekaligus 
dan juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu 
adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan 
Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak paling 
nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada 
Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat 
egalitarianisme. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai mahluk Tuhan 
yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorangpun dari mereka 
yang dibenarkan di ingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari 
mereka yang di benarkan mengingkari hak asasi manusia lain. Menurut Miriam 
Budiardjo Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan 
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan 
masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas 
dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. 
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Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh 
kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Konsep hak 
asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori huquuqul ibad. 
Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara 
(Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat 
dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak 
legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral Perbedaan 
antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan 
Negara. 
9
.Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan 
Allah adalah sama. Dalam Islam keserasian kesucian HAM jauh lebih besar 
daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi 
kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun 
tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. 
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Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 
pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat 
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan 
dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  
Jika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut juga pada prinsipnya di dasarkan pada 
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan 
umum UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran 
pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:  
1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya dan 
pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, 
kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin 
kelanjutan hidupnya;  
2. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, 
diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal 
tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat 
mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini 
lupus);  
3. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang 
satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak 
asasi manusia bukanlah tanpa batas;  
4. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan 
apapun;  
5. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak 
asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat 
kewajiban dasar;  
6. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, 
dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya 
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya 
penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.  
Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Tokoh 
Beberapa tokoh menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia, diantaranya 
Darji Darmodihardjo menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar 
atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada 
manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai kalifah Tuhan 
di bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan 
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bertanggungjawab, karena penuntutan hak hak secara mutlak tentunya akan 
menyebabkan dilanggarnya hak-hak asasi orang lain. Dengan demikian dalam 
kehidupan di masyarakat pelaksanaan hak-hak asasi tersebut hurus dibarengi 
dengan kewajiban-kewajiban asasi. 
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Menurut A. Masyur Effendi, “Hak asasi manusia adalah hak milik bersama 
umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk “selama hidup” disamping 
definisi/pengertian hak asasi manusia menurut piagam PBB dan piagam-piagam 
lainnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang 
diberikan Tuhan atau manifestasi hak istimewa manusia sehingga tidak dapat  
tidak harus berada pada manusia
11
. Ada Beberapa pendapat yang memberikan 
pemahaman tentang definisi Hak Asasi Manusia (HAM):  
1. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT;  
2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya;  
3. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak 
dapat hidup secara layak;  
4. HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban 
manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa.  
Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri 
manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM di 
dasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang 
inheren tanpa mamandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul 
bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Berkaitan dengan dari mana 
HAM berasal setidaknya ada dua pendekatan yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: Pertama, Pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama 
atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) sebagai kekuatan yang 
mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung kepada umat manusia. 
Agama-agama memberikan argumen yang sangat jelas bahwa manusia berawal 
dan berakhir pada sang pencipta. Tidak ada satupun yang berhak menguasai atau 
bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena itu HAM adalah 
anugerah Tuhan YME, maka perlindungan atas manusia merupakan bagian 
tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Agama Islam menempatkan manusia 
pada posisi kemuliaan yang sangat tinggi, kemuliaan itulah Islam melindungi jiwa 
manusia dari ancaman sesamanya.  
Perlindungan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara 
eksistensi manusia. Sehingga, pembunuhan atas satu jiwa manusia, pada 
hakikatnya sama seperti membunuh semua manusia. Dalam Islam misalnya dapat 
kita temukan penjelasan Al-quran dalam (QS.17: 70) sebagai berikut:  
                                                          
10
A. Masyur Effendi, Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum 
Internasional/Nasional, (Penerbit Alumni, Bandung, 1980), 20. 
11
A. Masyur Effendi, Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum 
Internasional/Nasional....20 
Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan 







“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkat 
mereka di daratan dan di lautan.” kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan 
kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk 
yang telah kami ciptakan. (QS.17:70).  
Kedua, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada 
Agama karena pemikiran ini sangat beragam. Ada yang didasarkan pada suatu 
prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan 
syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan 
akan hilang dan manusia akan musnah.  Dari berbagai penjelasan di atas dapat 
ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal 
dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. 
Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum 
positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk 
pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus 
dimenangkan. 
Macam-Macam Hak-Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an 
Manusia dalam perspektif Islam, diartikan sebagai makhluk individu 
maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok, semata-mata 
diistimewakan karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Macam-macam hak 
asasi dalam Al Quran dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Hak Untuk Hidup  
Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak 
untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah 
dikemukakan oleh Allah SWT pada QS. 5 (al-Ma’idah):32, yang artinya: 
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara 
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan di muka bumi.”  
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Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk 
menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang 
berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat 
diadili oleh pemerintah yang sah. Pada setiap peristiwa itu, tidak ada satu 
individu pun yang memiliki hak untuk mengadili dengan main sendiri. 
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 6 (al-Anfal):151, 
yang artinya: “Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT 
untuk membunuhnya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syariah. 
Dengan demikian pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang 
dilakukan demi melaksanakan keadilan.” 
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Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan 
hamba-Nya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun 
agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari yang bersumber dari `Amr bin `Ash, yang artinya: 
Seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian (seorang 
warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan mencium surga 
walau hanya mencium wanginya. Selain itu Rasululah SAW bersabda: 
Barang siapa yang membunuh seorang ahli zimmi, sungguh Allah 
haramkan dia dari surga-Nya.(HR. An-Nasa`i yang bersumber `Amr bin 
`Ash).  
2. Hak untuk Mendapatkan Kemerdekaan dan Kebebasan  
Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang 
yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. 
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Majah yang bersumber dari 
`Amr bin `Ash, yaitu: “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan 
menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang 
menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu 
menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.” Menurut Abu al-`A’ala 
al- Maududi, pernyataan hadits Rasululah SAW tersebut tidak hanya terbatas 
dan hanya berlaku bagi satu bangsa tertentu, atau ras tertentu, atau hanya 
berlaku bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, berlaku secara 
umum dan universal mencakup kepada seluruh lapisan manusia. Sehingga, 
Islam, menurut al-Maududi, berusaha secara maksimal untuk memecahkan 
persoalan perbudakan yang telah berlangsung di Arabia dan di seluruh 
dunia, denga mendesak para tuan (pemilik hamba sahaya) untuk 
membebaskan para budak.  
Membebaskan para hamba sahaya untuk kemudian menjadi seorang 
yang merdeka dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa setiap 
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organ tubuh orang yang membebaskan hamba sahaya akan dilindungi dari 
acaman siksa api neraka.
13
 Sebagai hasil dari kebijakan ini, masalah 
perbudakan di Arabia dapat dituntaskan dalam kurun waktu 40 tahun. 
Dimulai oleh Rasulullah SAW telah membebaskan sebanyak 63 hamba 
sahaya, `Aisyah RA telah membebaskan 67 orang, Abadullah bin Abbas 
membebaskan 70 orang , Abdullah bin `Umar telah memerdekakan sebanya 
1000 orang, dan Abdurrahman ash-Shahra telah memerdekakan 30.000 
orang. Selanjutnya diikuti oleh para sahabat yang lain yang telah 
membebaskan hamba sahaya dengan jumlah yang lebih banyak.Selain itu, 
Islampun telah menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat 
dipenjara, kecuali jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah oleh 
lembaga pengadilan dengan proses persidangan secara terbuka.
14
 
Praktek pengadilan terbuka ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW 
pada kasus pembocoran rahasia negara berkait dengan persiapan fathu 
Makkah. Dimana seseorang, yang bernama Hatib, telah mengirim surat 
melalui seorang wanita yang isinya membocorkan kepada mereka tentang 
persiapan itu. Rasulullah SAW telah mengetahui akan hal itu melalui wahyu 
illahi. Kemudian beliau mengutus Ali dan Zubair, dengan seraya berkata: 
"Pergilah kalian menuju Mekah dan pada suatu tempat tertentu kalian akan 
menjumpai seorang wanita membawa sebuah surat, dapatkanlah surat itu 
darinya dan serahkanlah kepadaku. Kemudian keduanya pergi dan 
menemukan kedua wanita itu. Mereka mengambi surat dari kedua wanita itu 
dan mengembalikannya kepada Rasululah SAW. Selanjutnya, Rasulullah 
memanggil Hatib untuk menghadap persidangan pengadilan terbuka, di 
mana dia diminta untuk menjelaskan posisinya dalam kasus ini.  
3. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup atau Hak Ekonomi  
Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada 
setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan 
keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di 
balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, 
khususnya kalangan dhua`fa dari golongan fakir miskin, yang dikeluarkan 
melalui zakat, infak, dana sedekah (ZIS). Hal tersebut sesuai dengan firman 
Allah SWT QS. 51 (adz-Dzariyat) : 19, yang artinya: “Dan pada harta-harta 
mereka ada hak-hak orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”  
Pesan ayat tersebut menyatakan dan menegaskan bahwa siapapun 
yang minta pertolongan dan siapapun yang menderita kesulitan mempunyai 
hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim, tanpa melihat 
apakah ia berasal dari bangsa ini, atau itu, dari negara manapun dan dari ras 
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 Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan 
dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, 
khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah 
menurut hukum. Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati 
dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak 
untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas 
tanah miliknya. 
4. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi  
Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk 
mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan 
berekspressi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan 
tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat 
dan sekaligus mengekspressikannya berkait dengan berbagai masalah. 
Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkait dengan upaya untuk 
mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan, dan berupaya untuk 




Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan 
kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda 
dengan pendapat pribadi beliau. Rasululah SAW telah menempa 
kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat 
mengekspresikan perbedaan pendapat tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh: 
ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk melawan musuh di 
dalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat 
mesti di lokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini 
kemudian dipilih oleh Rasululah SAW bahwa posisi umat Islam dan 
Rasulullah dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di lokasi 
jabal uhud bukan di dalam kota Madinah.
17
 
 Sebagai contoh kasus lain, Rasulullah mengajak bermusyawarah dan 
ber dialog dengan para sahabatnya berkait dengan perlakuan terhadap para 
tawanan perang Badar. Ketika itu, ada dua pendapat sahabat senior yang 
muncul, pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu 
Bakar mengajukan pendapatnya, untuk mengambil tebusan (fidyah) dari 
para tawanan itu. Sedangankan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, 
bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat 
tersebut, Rasulullah berijtihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq 
(menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu). Di samping itu, 
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tradisi politik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah 
Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta kritik 
mereka terhadap berbagai kebijakannya tanpa ragu-ragu.
18
 
Orientasi  Pelaksanaan Nilai-Nilai HAM 
Wacana nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam memang relatif terasa 
kurang disadari oleh para stakeholder, bahwa pendidikan yang tidak 
memberdayakan peserta didik dalam proses pembelajaran bukan merupakan 
pelanggaran nilai-nilai HAM. Padahal itu termasuk bagian dari pelanggaran nilai-
nilai ham pada peserta didik. Hal ini terbukti ketika potret pendidikan yang 
sejatinya mengembang misi memanusiakan manusia, atau melahirkan generasi-
generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral tampaknya belum 
mampu terwujud. Kini telah telah digantikan dengan berbagai persoalan, mulai 
dari maraknya tawuran antar pelajar ataupun antar mahasiswa, kekerasan di 
sekolah, profesionalisme guru, kasus mencontek massal dan sebagainya adalah 
bagian dari benang kusut dunia pendidikan yang menjadi perhatian bersama.  
Menurut Fadhil al-Jamali, seorang ilmuan muslim yang berkebangsaan 
Irak yang hikrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam Ilmu 
Pendidikan di Universitas Tunis, memberikan berbagai kritik terhadap pendidikan 
Islam. Ia mengakui bahwa umat Islam mengalami keterbelakangan di bidang 
pendidikan. Menurutnya, keterbelakangan itu disebabkan oleh berbagai 
kemunduran dan keterbelakangan bidang-bidang lain.
19
 Seharusnya orang yang 
bertugas orang- orang yang bertugas dalam bidang pendidikan, menurutnya, 
menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. 
Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang 
sakit. Pada bagian lain Fadhil al-Jamali masih berharap agar pendidikan berperang 
besar bagi pengembangan ilmu dan Iman. Bahkan ia menekankan pendidikan 




Pendidikan sekolah seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang 
kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai 
waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta 
mempunyai kecerdasan spritual.
21
 Untuk mencapai tujuan di atas, pendidikan 
memiliki problematika dan kelemahan. Hal ini disebabkan model pembelajaran 
pendidikan Agama Islam yang tidak pernah memberikan kebebasan pada peserta 
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didik, untuk membuat ruang bebas berkreasi dan berkreatif merupakan barang 
langkah dan mahal, sehingga muncul pemberontakan peserta didik yang selama 
ini diperlakukan tidak adil yang hak-hak dasanya ditindak. Bahkan pendidikan 
hanya akan melahirkan peserta didik yang menurut istilah Azyumardi Azra yakni 
kesalehan individual saja, sementara kesalehan sosial hanya hiasan bibir (live 
service). 
Implementasi HAM Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning 
Agenda sejarah mencatat bahwa Nabi sudah memulai pendidikan dialogis. 
Di mana Nabi mendidik para sahabatnya dari belenggu jahiliyyah, kegelapan 
spritual dan intelektual yang mencakup sebuah dinamika. Bahkan Nabi 
memberdayakan para sahabatnya dengandiperintahkan menulis wahyu dan juga 
tawanan perang diperintahkan untuk mengajar membaca dan menulis. Hal ini 
sangat menarik untuk digarisbawahi bahwa muslim generasi pertama yang hidup 
sezaman Nabi dan pernah bertemu Nabi, pendidikan Islam memiliki makna 
sentral sebagai proses pencerdasan secara utuh. Demikain halnya pada masa 
Khulafa al-Rasyidin dan setelanya. Hal ini dikemukakan Zarkowi Soejoeti bahwa 
ketika abad ke 3 H, pendidikan Islam tidak lagi meyentuh ilmu keislaman saja, 
akan tetapi ilmu-ilmu diluar keislaman. Ini dibuktikan dengan dibangunnya Bait 
al-Hikmah,
22
 sebagai pusat penterjemahan karya-karya warisan ilmu dari Persia 
dan Yunani. 
Implementasi nilai HAM dalam Pendidikan Islam secara sumber sudah 
dijelaskan dalam al-Qur’an, potensi yang dimiliki manusia diistilahkan fitrah atau 
hati nurani. Potensi tersebut pada esensinya merupakan kemampuan dasar 
manusia yang meliputi kemampuan rasional, maupun spritual. Hanya saja 
kemampuan tersebut masih merupakan embrio. Untuk itu, diperlukan upaya untuk 
mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut secara efektif. Upaya yang 
efektif adalah melalui media pendidikan. Oleh karena itu, penulis kembali 
meminjam tesis Muhbib
23
 menyatakan banyak ayat al-Qur’an yang dapat 
dipahami sebagai ayat pemberdayaan. Diantara indikatornya adalah terjadinya 
suasana dialogis dalam berbagai kegiatan termasuk pendidikan.Implementasi nilai 
Hak Asasi Manusia dalam pendidikan Agama Islam dapat melalui model 
pembelajaran problem based learning(PBL).  
Menurut Riyantomodel pembelajaran problem based learning (PBL) 
merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif 
dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah 
melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. 
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Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai solusi untuk 
mengimplementasikan  nilai-nilai HAM dalam pendidikan, hal ini lebih 
membelajarkan peserta didik. Model ini membelajarkan dan mendorong peserta 
untuk belajar dan saling belajar, bukan mengajari. Guru sebagai fasilitator 
menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang sifatnya 
adalah komunikasi multiarah (dari peserta belajar ke peserta belajar, dari 
fasilitator ke peserta belajar, dan sebaliknya) sehingga mengembangkan proses 
dialog dan hubungan kesetaraan. Tema-tema belajarnya adalah keseharian, 
sehingga belajar menjadi relevan dengan kehidupan dan realitas peserta belajar.  
Menurut Dede Rosyada dengan mengutip pendapat Hunt dan Moore dalam 
membelajarkan siswanya perlu memakai konsep reflective teaching bahwa guru 
harus merancang strategi sebelum dan dalam proses pembelajaran. Rancangan 
strategi sebelum proses pembelajaran harus memperhatikan pengalaman-
pengalaman intraksi guru dengan siswa dalam pelajaran yang sama, kelas yang 
sama dan jam yang sama. Sedangkan rancangan dalam proses pembelajaran harus 
memperhatikan kondisi actual dan kenyataan riil dari siswa saat proses 
pembelajaran itu pembelajaran berjalan.
25
 Strategi ini harus disesuaikan dengan 
kebutuhan-kebutuhan siswa yang sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan 
bahan ajar, emosi, citra diri dan harga diri yang selalu ingin dijunjung tinggi. 
Pada dasarnya model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah 
suatu usaha untuk menjawab diskomunikasi antara guru dengan murid menuju 
suasana dialogis. Oleh karena itu, pelaksanaan pengajaran dapat masalah adalah 
adanya pemecahan masalah dalam proses belajar antara guru dengan 
murid.Mendinamisasikan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 
hubungan dialogis merupakan inti dari pengajaran hadap-masalah, sehingga guru 
tidak lagi menjadi orang yang mengajar, akan tetapi melakukan pembelajaran 
melalui dialog, dalam hal ini anak didik menjadi subjek yang belajar, yang 
bertindak dan berfikir dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil 
tindakan dan buah fikiran.
26
 Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
lebih memfokuskan bagaimana seorang guru membangun demokratisasi di dalam 
kelas, harus mampu menciptakan suasana dialogis serta guru harus mampu 
menjadi seniman.
27
Adapun implementasi model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL)  lebih mengarah pada sistem pembelajaran
28
, yaitu:  
Pertama, dengan mengubah paradigma teaching (mengajar) menjadi 
learning (belajar). Di mana proses pendidikan yang dianut selama ini diubah dan 
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menjadikan suasananya menjadi proses belajar bersama antara guru dan anak 
didik. Bukan hanya anak didik yang belajar namun posisi guru juga masih dalam 
proses belajar. Jadi anak didik tidak hanya didoktrin dengan materi-materi 
pelajaran tetapi diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan 
potensi yang ia miliki. Kedua, pendidikan harus bersifat learning to do (belajar 
berbuat/hidup). Aspek yang diingin dicapai dengan proses ini adalah siswa bisa 
mandiri dengan belajar mengatasi problem yang ia hadapi dalam kehidupan 
sehari-harinya sebab pendidikan juga diarahkan pada cara mengatasai sendiri 
masalah yang ia hadapi. Ketiga, learning to live together (belajar hidup bersama) 
dan terakhir,keempat,learning to be, pendidikan merupakan tempat sarana belajar 
menjadi diri sendiri yang berkepribadian.
29
 Jadi intinya, paradigma pendidikan 
yang diinginkan adalah learning how to learn (belajar bagaimana belajar). 
Pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik semata yang bersifat 
pemenuhan aspek kognitif saja tetapi juga berorientasi pada aspek afektif serta 
psikomotorik.  
Oleh karena itu, dalam era globaliasi ini pendidikan mampu melahirkan 
lulusan yang berorientasi masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan 
memilih secara bijak dan membuat perencanaan dengan baik. Pengajaran hadap 
masalah seharusnya mampu menghasilkan anak didik yang memiliki 
keseimbangan antara penggunaan otak kiri dan otak kanan,144manusia yang 
mempunyai kecerdesan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan kata lain, 
Pendidikan juga memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan 
rohani, keseimbanngan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan 
budaya serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa 
lampau. Dengan demikian dapat dirinci bahwa model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL)  harus mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai 
ciri-ciri; 1) Terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan 
perubahan, (2) berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak 
selalu sama dengan pendapat orang lain, (3) berpijak pada kenyataan, menghargai 
waktu, konsisten dan sistematik dalam menyelesaikan masalah, (4) selalu terlibat 
dalam perencanaan dan pengorganisasian, (5) memiliki keyakinan bahwa 
segalanya dapat diperhitungkan, (6) menyadari dan menghargai pendapat orang 
lain, (7) rasional dan percaya pada kemampuan Iptek, (8) menjunjung tinggi 
keadilan berdasarkan prestasi, konstribusi, dan kebutuhan, (9) berorientasi pada 
produktivitas, efektivitas, dan efesien.145 Peserta didik yang memiliki ciri-ciri 
seperti itulah yang harus dihasilkan oleh dunia pendidikan yaitu manusia yang 
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penuh kepercayaan diri (Self confident) serta mampu melakukan pilihan secara 
arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif.
30
 
Dengan demikian, model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
merupakan model pengajaran yang harus dikembangkan oleh guru baik pada 
tingkat dasar maupun pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan model 
pengajaran hadap masalah adalah model pengajaran yang mampu 
mendinamisasikan dan membelajarkan peserta didik dalam proses belajar 
mengajar, sehingga tujuan pendidikan mamanusiakan manusia mampu tercapai 
dan pendidikan sebagai praktek pembebasan. Sebaliknya model pengajaran gaya 
bank yang mamatikan kreativitas, melumpuhkan pikiran, dan tidak 
membelajarkan peserta didik, saatnya untuk ditinggalkan, Bahkan berperan aktif 
dalam upaya sosialisasi dan internalisasi berbagai nilai-nilai yang antara lain: 
keimanan, kasih sayang, keadilan dan kepekaan pada kaum yang tidak mampu, 
tanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran dan kelugasan solidaritas, 
keterlibatan sosial. 
Penutup 
Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yang mendasarkan pandangan pada 
ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) sebagai 
kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung kepada 
umat manusia. Pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada 
Agama, memunculkan pemikiran yang  sangat beragam. Ada yang didasarkan 
pada suatu prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan 
memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai 
kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah. Dari penjelasan tersebut 
dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan 
berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari 
manusia. Implementasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan agama Islam dapat 
melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), yaitu 
membelajarkan dan mendorong peserta untuk belajar dan saling belajar, bukan 
mengajari. Guru sebagai fasilitator menggunakan metode pembelajaran orang 
dewasa (andragogi) yang sifatnya adalah komunikasi multiarah (dari peserta 
belajar ke peserta belajar, dari fasilitator ke peserta belajar, dan sebaliknya) 
sehingga mengembangkan proses dialog dan hubungan kesetaraan. Tema-tema 
belajarnya adalah keseharian, sehingga belajar menjadi relevan dengan kehidupan 
dan realitas peserta belajar. 
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